1 PERATURAN PELAKSANAAN
PP NO. 8 TAHUN 2003 DAN PP NO. 9 TAHUN 2003

MELIPUTI:

1. KEPUTUSAN MENPAN NO. 40/KEP/M.PAN/4/2003
TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA
USAHA SLTP DAN SMU ;

2. KEPUTUSAN BERSAMA MENPAN DAN MENDAGRI
NO. 01/SKB/M.PAN/4/2003 DAN NO. 17 TAHUN 2003
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PP NO.8 &

PP NO. 9/ 2003,

Diperbanyak oloh :
. BAGIAN ORGANISASI SEE'I'D;WKAHUPATEH LAMONGAN



MENTER]
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUDLIK INDONESIA
Nomor : 12%M.PAN/4/2003 Jakarta, 28 April 2003
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003

Kepada Yth.

1. Para Gubernur;

2. TP'ara Bupati/Walikota
di

Seluruh Indonesia

Schubungan d:engan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil, bersama ini disampaikan Surat Keputusan Dersama (SKB) Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Menteri Dulam  Negeri  Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 24 April 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturam
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, untuk dapat digunakan sebapgai pedoman dalam
melakukan penataan kelembagaan dan kepegawaian di Dl.'u:mh.

Disaruping itu, bersama ini disampaikan pula Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara tentang Penctapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan Seckolcth Menengah Umum, sebagai tindak lanjut Pasal 21 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003,



———————i,

Sedangkan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya saat ini masih sedang disusun °
Rancangan Keputusan Presiden tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Dacrah,
Rancangan Peraturan Pemeiintah tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, serta
Pedoman Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang diharapkan dapat segera sclesai

dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian agar menjadi maklum.

Meniteri
~—Pendayagunaan Aparatur Negara,

Tembusan Yth.;
Menteri Dalam Neperi
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MENTEKI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUDLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: 40 /KEP/M.PAN/A/2003
TENTANG
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM

Menimbang

Mengingal

L T

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

-

bahwa dalam rangka tindak lanjul pelaksanaan ketentuan Pasal
21 Peraturan Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan
Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan Sekolah Menengoh Umum:

bahwa untvk maksud lersebul hund a dipandang perlu
menelapkan Kepulusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara tenlang Penelapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum.;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839); '

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana lelah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169),

Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerinlah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),



Menetapkan :

Pertama

Kedua

Keempal

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 4262

Tahun 2003);

5. Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkalan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 4263 Tahun 2003);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985
tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struklural;

7 Keputusan Menleri Pendayagunaan Aparalur Negara Nomor:
SVKEPM.PAN/11/2001 lentang Organisasi dan Tala Kerja
Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN. MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR
NEGARA TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA
USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM. |

Eselon jabatan Kepala Tala Usaha Sekolah Lanjutan Tingkal
Pertama dan Sekolah Menengah Umum adalah V.a.

Penetapan lebih lanjut eselon jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan.

Ditelapkan di Jakarla
Pada tanggal 23 April 2003

Menteri
_.~Pendayagunaan Aparatur Negara,

f'( ; . '}?1'@201 &C.u/ 8

; F/pisnl Tamin




KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 01/SKB/M.PAN/4/2003
NOMOR: 17 TAHUN 2003

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG

Menimbang

Mengingat

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN
MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan penalaan
organisasi perangkat Daerah serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil,
dipandang perlu menetapkan pelunjuk pelaksanaan Peraluran
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Tenlang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

1. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 14);

2. Peraluran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);

3. Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;



I|. ' 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001,
| : Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
| Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002

| MEMUTUSKAN

. Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN MENTERI DALAM NEGERI.

PERTAMA : Menelapkan Pelunjuk Pelaksanaan Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraluran
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
tersebul dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

I KEDUA : Pelunjuk Pelaksanaan dimaksud dalam DlKTUM PERTAMA sebagai
. panduan dalam penataan dan penyempurnaaan organisasi perangkat

daerzh serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah
Propinsi dan Kabupaten/Kota,

|
. Kepulusan ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan.

PENDAYAGUNA
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Dilelapkan di Jakarta
| Pada tanggal 24 April 2003
) ' MENTERI DALAM NEGERI, — MENTERI
APARATUR NEGARA,
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L Lampiran

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Menteri Dalam Negeri .
Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 g

Nomor : 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil

J A. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PECOMAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

LATAR BELAKANG

. Reformasi birokrasi balk pada Pemerintah Pusal maupun Pemerintah

Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan
yang balk (good governance). Reformasi birokrasi pada lalaran
Pemerintah Daerah diarahkan unluk melakukan koreksi dan
penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang lerjadi pada
pelaksanaan kebijakan desenlralisasi sebagai ujung tombak dalam
pelaksanaan fungsi utama birokrasi yailu pelayanan publik yang secara
langsung bersenluhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

. Dalam implementasi olonomi daerah, salah selu aspek yang cukup
siralegis adalah aspek kelembagaan perangkal daerah. Kelembagaan

perangkat daerah berdasuarkan Pasal 60 UU Nomor 22 Tahun 1999
lentang Pemerintahan Daerah, lerdiri dari Sekrelarial Daerah, Dinas
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Di samping itu, Pasal 66 ayat (1)
UU Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan Kecamatan merupakan perangkal
Daerah Kabupaten dan Daerah Kola serta Pasal 120 UU Nomor 22
Tahun 1993 menetapkan Saluan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat
Pemerintah Daerah. Selanjulnya dalam Pasal 6€ ayat (1) UU Nomor 22
Tahun 1999 disebutkan bahwa susunan corganisasi perangkat daerah

!
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ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan ketenluan tersebul,
pada tanggal 25 Seplember 2000 lelah ditetapkan PP Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

~ PP Nomor 84 Tahun 2000 telah memberikan kekuasaan dan keleluasaan

yang sangal besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan
menetapkan crganisasi perangkal daerahnya. Dalam pedoman tersebul
sebenarnya telah ditegaskan bahwa penyusunan kelembagaan perangkal
daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik,
polensi dan kebuluhan daerah; kemampuan keuangan daerah;
ketersediaan sumber daya aparalur; dan pengembangan pola kemitraan
antar daerah serta dengan pihak ketiga.

. Namun, kewenangan dan keleluasaan lersebut pada tahap implementasi

diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing Daerah dan
cenderung ditafsirkan sesual dengan Keinginan masing-masing
Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan Tim
Kemenlerian Pendayagunaan Aparalur Negara dan Deparlemen Dalam
Negeri, ditemukan fakla adanya kecenderungan untuk membentuk
organisasi perangkat daerah yang terlalu besar dan kurang
didasarkan pada kebutuhan nyata Daerah yang bersangkutan,
Berbagai pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan
dalam penataan kelembagaan seringkali cenderung lebih bernuansa
politis daripada pertimbangan rasional/cbyeklif, efisiensi, dan efeklivitas.

. Kecenderungan tercebut telah membawa implikasi pada pembengkakan

organisasi perangkat daerah secara sangal signifikan. Hal ini tenlu
berpengaruh besar pada inefisiensi slokasi anggaran yang tersedia pada
masing-masing Daerah. Dana Alokasi .Umum (DALJ) yang semestinya
selain unluk belanja pegawai juga diperuntukkan bagi pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepenlingan pelayanan publik,
sebagian besar unluk membiayai birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan
demikian kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah masih belum sejalan

dengan makna, maksud, dan lujuan olonomi daerah.
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6.

1.

Selsin  menimbulkan  inefisiensi  penggunaan  sumber  daya,

pembengkakan organisasi juga berdampak pada melebarnya renlang‘
kendali dan kurang lerintegrasinya penanganan (institutional incoherency)
karena fungsi yang seharusnya dilangani dalam sztu kesatuan unit harus
dibagi ke beberapa unit organisasi yang pada akhirnya mengarah pada
membengkaknya (proliferasi) birokrasi. Kondisi tersebut lebih jauh akan
berpotensi pada lerjadinya disharmoni dan bahkan friksi antar unil
organisasi sebagai akibal lank-menarik kewenangan.

D1 sist lain, dengan adanya otonomi daerah, organisasi Pemerintah
Daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan
sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai
proses inleraksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan
dengan masyarakal secara oplimal, Dengan demikian, yang diperlukan
dalam organisasi Pemerintah Daerah adalash terwujudnya postur

_organisasi yang proporsional, efisien, dan efeklif yang disusun

berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, Oleh karena ilu, diperlukan suatu
pedoman yang tidak hanya memberikan penjelasan mengenai jenis dan
bentuk organisasi perangkal daerah, akan telapi juga dapal memberikan
gambaran dan arah yang lebih jelas mengenai rambu-rambu berupa
kriteria yang dapal dipergunakan sebagai dasar penilaian organisasi
(sell-organizing assesment), untuk menentukan sendiri lingkat urgensi
organisasi vang akan dibentuk.

Hasil evaluasi secara komprehensif atas pelaksanaan PP Nomor 84
Tahun 2000 tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya
penyempurnaan dan menggantinya menjadi PP Nomor 8 Tahun

2003.

Il. PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah, baik Pemerintah
Pusal maupun Pemerintah Daerah lebih diarahkan pada upaya
rightsizing yailu upaya penyederhanaan birokrasi pemerinlah yang
diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional,
datar (flaf), ‘ransparan, hierarki yang pendek dan lerdesentralisasi

3
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dibuluhkan sesual karakteristik masing-masing Daerah. Adapun, bagi
Pemerintah Propinsi, jumlah Dinas ditetapkan lebih sedikit yailu maksimal
10 (sepuluh) Dinas, mengingal kewenangan di Propinsi hanya
kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan yang
belum dapat dilakukan Kabupaten/Kota (vide Pasal 9 UU Nomor 22

Tahun 1999).

5. Khusus bagi Propinsi DKI Jakarta diberlakukan pengecualian pembatasan
jumlah Dinas sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Dinas mengingat
otonomi daerah terlelak pada Propinsi. Sebagai konsekuensinya, maka
wilayah Propinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kabupaten/Kola otonom,
sehingga seluruh kewenangan wajib sebagaimana disebulkan dalam
Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Propinsi DKI
Jakarla.

6. Demikian pula, pembatasan jumlah unit-unit perangkal daerah lainnya
ditetapkan dengan pertimbangan pada pengakemodasian fungsi yang
paling mendekati kebutuhan nyata, Secara khusus, mengenai
perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003, yang perlu
mendapat penjelasan lebih lanjul adalah sebagai berikut :

a. Sckretariat Daerah

Berbeda dengan yang dialur dalam PP Nomor 84 Tahun 2000, dalam
PP Nomor 8 Tahun 2003 Sekrelariat Daerah ditegaskan sebagai unsur
pembantu pimpinan Pemerintah Daerah. Hal ini mengandung
pengertian bahwa Sekrelaris Daerah selain sebagai pimpinan dalam
pembinpan  dan  pelayanan administrasi  juga berperan  unluk
mengkoordinasikan unil-unit perangkal daerah lainnya. Selain ily,
Sekretans Daerah sebagai unsur pembantu .pimpinan Pemerintah
Daerah merupakan jabalan negeri karena sesuai Pasal 61 aya! (2)
dan (4) UU lsomor 22 Tahun 1999, Sekretars Daerah hanya dapat
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

b. Dinas

1) Pada Dinas dilakukan penghapusan jabalan Wakil Kepala Dinas
dalem rangka memperpendek ' proses birokrasi serta untuk
menghindari duplikasi lugas Kepala dan Wakil Kepala sehingga
pelaksanaan tugasnya lebih efeklif. ,

L]

R b e el Wil B



2)

3)

4)

Pembentukan Dinas dilakukan dengan menggunakan kriteria
sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran PP Nomor 8 Tahun
2003. Ada 19 (sembilan belas) bidang yang ditetapkan kriterianya
sebagai instrumen untuk menentukan tingkat urgensi pembentukan
Dinas pada bidang dimaksud. Suatu bidang yang berdasarkan
penilaian mendapatkan skor kurang dari 750, dapat digabungkan
dengan beberapa bidang lertentu yang bersesuaian menjadi salu

Dinas.

Apabila suatu bidang pemerintahan yang karena sifalnya dan
berdasarkan pertimbangan Daerah tidak bisa digabung dengan bidang
pemerintahan lain dalam satu Dinas dan berdasarkan penilaian
mendapatkan skor kurang dari 750, maka bidang pemerintahan
lersebut dapat dibenluk menjadi Dinas lersendiri, sepanjang jumlah
keseluruhan Dinas tidak melebihi jumlah yang ditentukan,

Fungsi Cabang Dinas Kabupaten/Kota di kscamatan diinlegrasikan
menjadi perangkat Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari
duplikasi pelaksanaan lugas di lapangan mengingat Camat merupakan
perangkat Daerah Kabupaten/Kola,

C. Lembaga Teknis Dacrah (LTD)

1)

2)

Berbeda dengan yang diatur dalam PP Ncrnor 84 Tahun 2000, pada
PP Nomeor 8 Tahun 2003 ini LTD ditegaskan sebagai unsur pelaksana
lugas tertentu yang karena sifainya tidak tercokup dalam Sekretariat
Daerah atau Dinas Daerah.

Bidang-bidang yang menjadi lugas LTD meliouli bidang perencanaan,
pengawasan, penglilian dan pengembangan, pendidikan dan
pelathan, perpustakaan, hearsipan dan dokumentasi, kependudukan,
serta pelayanan kesehatan, Penentuan bidang-bidang tersebut, bukan
berari setiap- satu bidang harus diwadahi dalam satu LTD telapi

sebaliknya satu LTD dapat mewadahi beberapa bidang yang fungsinya
berdekatan, Scbaqai contoh, bidang perencanoan dengan bidang
penehtian dan pengembangan dapal diwadahi dalam satu LTD.
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3) LTD juga dapal menampung bidang lain yang belum termasuk
dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayal (2) dan
Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 8 Tshun 2003 lelapi berdekatan
furgsinyga, seperti LTD yang menangani bidang kependudukan
dapat  menampung bidang keluarga berencana, Bidang lain
scbagaimana dimaksud di atas dapat juga berdiri sebagai LTD
tersendiri sepanjang jumlah keseluruhan LTD lidak melebihi jumiah

yang telah ditentukan,

4) LTD dapat berbentuk Badan atau Kantor, namun jumlah total LTD
baik yang berbentuk Badan alau Kantor lersebul tetap maksimal 8
(delapan) LTD.

5) Dalam pembatasan jurnlah maksimal 8 (delapan) LTD, khusus
uniuk bidang pelayanan kesehalan yang diakomodasikan dalam
bentuk Rumah Sakit Daerah, dapat dikecualikan sesuai dengan
jumlah Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini,

6) Fungsi-fungsi yang selama ini diwadahi dalam bentuk LTD seperi
fungsi lingkungan hidup (Bapedalda), mengingal lingkungan hidup
merupakan salah salu kewenangan wajib, maka pewadahannya
dilakukan dalam bentuk Dinas,

7) Fungsi yang belum ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10
ayal (3) telapi sudah diletapkan sebagai perangkat daerah dalam
Undang-undang tertentu, seperli Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1998,
diakomodasikan dalam kelompok LTD dengan kelenluan di
lingkungan Sekrelariat Daerah tidak dibenluk unit yang menangani
fungsi kepegawaian. Pembentukan BKD tidak mengurangi
jum'ah maksimal LTD.

Il. LANGKAH-LANGKAH PENATAAN PEGAWAI NEGZRI SIPIL

1. Sejalan dengan upaya penataan kelembagaan perangkal daerah, perlu
dilaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap saluan
organisasi untuk menyusun peta jabalan, konmipelensi jabalan, dan jumlah
pegawai unluk mengisi jabatan lersebut sesuai beban kerja organi<asi.
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2. Masil analisis jabatan dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut
. perencanaan pegawal unluk mengatasi kesenjangan anlara persediaan
pegawai (pegawal yang ada) dengan kebutuhan pegawai, melipuli antara
lain : !
a. Penetapan pengangkatan PNS yang telah mempunyai/memenuhi
kompelensi ke dalam jabatan dalam unit kerja yang bersangkulan;

b Pomindahan/penyaluran PNS ke uniVinstansi yang membutuhkan
~esunl dengan kompetensi yang berkesesuaan,

¢ Perencanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi
PNS agar sesuai dengan luntutan jabatan;

d. Perencanaan pendidikan dan pelatihan unluk alih jabatan bagi PNS
yang dialihkan ke jenis jabatan yang berbeda,

¢. Pengalihan PNS dari jabatan struklural/non struklural ke jabatan
fungsional tertentu harus mendasarkan kepada penghitungan
kebuluhan formasi jabalan fungsional terlentu pada masing-masing
unit kerja .serta memperhalikan kerersediaan anggaran unluk
pembayaran tunjangan jabatannya;

. Bagi PNS yang dikategorikan kelebinan karena lidak terlampung
dalam organisasi yang bersangkulan, atau di unit-unil/instansi lain
karena kompelensinya tidak diperlukan, penyelesalannya dilakukan
berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tenlang Pemberhentian PNS,
khususnya kelentuan-kelenluan pemberhenlian PNS karena adanya
penyederhanaan organisasi, 5

3. Unluk mengurangi jumlah PNS yang diberhentikan dan dalam rangka
pengkaderan untuk memperoleh tenaga vang lebih segar dan potensial,
maka perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP; bagi pejabal eselon | dan
eselon |l lebih dari 56 lahun hanya dapat dilakukan apabila keahliannya
masih sangat diperlukan dan belum ada kader penggarnll. Perpanjangan
Batas Usia Pensiun lebih dan 56 lahun dilakukan dengan sangal
selektif .

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perpanjangan balas usia pensiun
ponhat eselon | dan eselon I, antara lain ;
a Perpanangan bitas usia pensiun difakukan sctiap tahun berdasarkan
keputusan Badan Pertimbangan .abatan dan Kepangkalan
* (Raparjakat) instansi masing-masing,
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b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki kompetensi jabatan
yang dipe‘lukan dan belum ada pengganlinya; °

¢ Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki kinerja yang sangat
baik sehingga layak dijadikan panutan di lingkurigan instansinya;

d. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menduduki jabatan strukiural
yang sangal slralegis.

. Peningkatan eselon Camat (Kepala Dislrik untuk Wilayah Propinsi Papua)

dari eselon lllLb menjadi eselon lll.a, berpengaruh terhadap jenjang
kepangkatan Camal yang semula Penata golongan ruang lllfc sampai
dengan Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b menjadi Penata Tingkat |
golongan ruang l/d s/d Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b, Hal
tersebut akan berakibal kepada Pejabal Camat yang semula memenuhi
persyaratan kepangkatan menjadi tidak memenuhi persyaratan
kepangkatan. Sehubungan dengan hal itu, bagi Pejabat Camat yang
pangkatnya masih di bawah jenjang yang dipersyaratkan uniuk eseion
IIl.a, kepada mereka tetap menjabal sebagai Camal dengan eselon lIl.b
sampai dengan yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat |
golongan ruang lil/d. Dengan demikian tidak merugikan pembinaan karier

PNS yang bersangkutan.
Perubahan eselon dari IllLb ke llLa dilakukan bersama-sama dengan

perubahan organisasi perangkat daerah secara keseluruhan,

. Pengangkzlan PNS baru hanya dapal dilakukan untuk mengisi jabatan-

jabatan yang tidak dapat digantikan oleh PNS yang ada, karena harus
mempunyai kompelensi yang spesifik seperti untuk jabalan Guru, Dokler,
Paramedis dan tenaga-lenaga teknis lain.

. Kesoluruhan kebijakan mengenai mutasi kepegawaian yang meliputi

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sebelum diletapkan oleh
Pejabal  Pembina Kepegawaian Daerah harus memperhalikan
pertimbangan dari Baperjakal Propincsi dan Baperjakal Kabupaten/Kola.
Sehubunaan dengan iy, para Pejabal Pembina Kepegawaian Daerah
harus tenqgeptmatkan fungs: Bapernakat guna dapat membantu dalam
oot | ke uluson yang beaksana, transparan, dan obyeklif.
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V. PROSEDUR PENGECUALIAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DAERAH
BAGI DAERAH BARU '

1. Prosedur Pengecualian

a. Sesuai Pasal 26 PP Nomor 8 Tahun 2003, dapat dilakukan

pengecualian organisasi perangkal daerah selelah mendapat
perseujuan dari Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparalur

Negara dan Menteri Dalam Negeri.

Pengecualian lersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut .

1) Pengecualian harus dilandasi alasan yang kual dan didukung data
atas kebuluhannya secara rasional dan obyeklif,

2) Pengecualian diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri
Dalam Negeri, dilengkapi dengan naskan akademiknya.

3) Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian dan analisis,
selanjulnya menyampaikan wusulan lersebut kepada Menleri
Pendayagunaan Aparalur Negara.

1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan usulan
pengecualian tersebul kepada Presiden unluk mendapatkan
perselujuan.

5) Dalam hal usulan tersebut tidak dapal dipertimbangkan, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan hal lersebul
kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjulnya disampaikan
kepada Pemerintah Daerah yang bersangkulan.

2. Prosedur Penctapan Perangvat Daerah bagi Daerah Baru

o,

Sesuai Pzsal 27 PP Nomor 8 Tahun 2003, penelapan Perangkat
Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kola yang baru dibentuk dan belum
mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan
Kepulusan Penjabal Kepala Daerah yang bersangkulon selelah
mendapat persetujuan dan Menten Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Menteri Dalam Neger
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b. Penetapan Perangkat Daerah tersebul dilakukan dengan prosedur

scbagai benkut :

1) Penjabat Kepala Daerah menyampaikan usul penetapan Perangkal
Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan dilengkapi naskah
akademik dan Rancangan Kepulusan Fejabat Kepala Daerah
tentang Organisasi dan Tala Kerja Perangkat Daerah.

2) Men'eri Dalam Negeri menyampaikan usulan dan kelengkapannya
kepada Menleri Pendayagunaan Aparaltur Negara,

3) Usulan tersebul dibahas bersama oleh Tirn yang terdiri dari unsur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Deparlemen
Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serla
apabila diperlukan dapal melibalkan instansi dan pihak lain yang
lerkail.

_ 4) Merler Pendayagunaan Aparalur Negara memberikan persetujuan

: Organisasi dan Tala Kerja Perangkal Daerah berdasarkan hasil
pemrbahasan dan selanjultnya disampaikan kepada Menleri Dalam
iNegern.

5) Menteri Dalam Negeri menyampaikan perselujuan lantang
Organisasi dan Tala Kerja Perangkat Daerah kepada Penjabal
Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diletapkan menjadi
Kepulusan Penjabal Kepala Daerah,

6) Penjabal Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penjabat Kepala
Daerah tentang Organisasi dan Tala Kerja Perangkat Daerah, dan
salinannya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Deparlemen Dalam Negeri. Keputusan
tersebut berlaku sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tala
kerja Perangkal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.
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VI.

WAKTU PELAKSANAAN ,

Pada dasarnya ketenwan PP Nomor 8 Tahun 2003 sudah dapat
dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraluran Pemerintah
lersebut yaitu tanggal 17 Maret 2003, namun diberikan masa transisi selama

2 {dua) tahun,

Dalam masa transisi lersebut, Pemerintah Daerah melakukan
porsiapan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya dengan Petunjuk
Pelaksanaan v sebingga dapa! diselesaikan sebelum balas waklu transisi

barakbur

Penyesudaian kelembagaan Perangkal Daerah hendaknya dilakukan
secara menveluruh (komprehensif) arlinya penyesuaian lidak dilakukan
secara parsial,  Sebzgai contoh, penyesuaian lidak hanya penyesuaian
eselon Camal sajo, akan letapi dilakukan secara keseluruhan dalam
Peraturan Daerah yang mengalur kelembagaan Parangkal Daerah.

LAIN-LAIN

1. Kelenluan mengenai organisasi Satuan Pclisi Pamong Praja akan diatur
lersendiri dengan Peraturan Pemerintah, yang saat ini telah disiapkan
oleh Departemen Dalam Negeri bersama dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara. Keberadaan Saluan Polisi Pamong
Praja tidak termasuk dalamn ketentuan yang mengalur jumiah Dinas dan

LTD.

2. Kelenluan mengenai organisasi Rumah Sakil Daerah akan dialur secara
khusus dengor Kepulusan Presidan.

3. Kelentuan eselon Kepala Tala Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan Sckolah Menengah Umum diatur berdasarkan Kepulusan Mentern
Pendayagunaan Aparatur Negara.

4 Ketentuan mengenal organisasi Kecamatan dan Kelurahan akan diatur
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

12
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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

I, LATAR BELAKANG

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku
Kepala Pemerintahan. Sebagaimana lelah diatur dalam Pasal 25 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-
undang Nomnr 43 Tahun 1999, pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Guna
kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapa!l mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian
wewenangnya kepada Pejabal Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur
lebih lanjut dengan Peratluran Pemerinlah.

Selain itu diatur pula bahwa unluk dapal lebih meningkatkan daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang
digunakan adalah sislem pembinaan Karier lerbuka dalam arti instansi dan
terlutup dalam arti negara.

Dengan sistem Kkarier terbuka dalam arli instansi dan lerlulup dalam arli
negara, dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Depariemen/
Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/
Propinsi/fKabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, lerutama untuk menduduki
jabatan-jabatan yang bersifal manajerial. Hal ini mengandung pengertian
bahwa seluruh Pegawar Negeri Sipii merupakan zat kesatuan, yang terbeda
adalah tempat pekerjaannya,

Hasil evaluas atas peloksanaan Peraturan Pemerintzh Nomeor 96 Tahun 2000
tentang Wewenang Pengangkalan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
MNegeri Sipd celah menimbulkon kecenderungan  sistem  pembinaan karier
lerkolak-kotak bk antara Pemerinlah Daerah Propinsi maupun  antar
Pemenntah Dacrah Kabupalen/Kota dan Pemennlah Pusat.  Sehubungan

dengan hal tersebul, dpandang perlu untuk  menyempurnakan Meraluran
PMamenntaby Bomor 06 Tabon 2000 lentang Wewenang  Pongangkotan,

-
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Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan demikan, setiap pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil oleh pejabal yang berwenang harus dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintan ini yang merupakan nerma, stancdar, dan

prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan ocemberhentian Pegawai

J Negeri Sipil.

} Il. KEWENANGAN

I 1. Presiden menetapkan :

a.

il

Kenaikan pangkal bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri
Sipil Dacerah unluk menjadi Pembina Ulama Muda golongan ruang IVic,
Pembina Ulema Madya golongan ruang IVId, dan Pembina Ulama

golongan ruang IV/e. _

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dalom dan dan jabatan struklural eselon |, jabatan fungsional Jenjang
Utama atau jabalan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pejabal struktural esclon | di
hingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pemberhentian sementara dari jabatan negen bagi pejabat struklural
esclon |, jabalan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang
pengzngkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang
Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dazn  pemberhentian
pejabal struktural eseion | di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pembohentian Pegawai Negeni Sipil Pusal dan Pegawai Negeri Sipil
Draerah ol golongan ruang IVie, IVId, don IVie sorta pensitnnya,
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2. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan :

a  Pengangkatan Calon Pegavai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipif
(iI'usat dan Daerah) yang tewas atau cacat karena dinas,

b. Kenakan pangkal anumerta dan kenaikan pangkal pengabdian bagi
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipi! Daerah untuk
menjadh Juru Muda Tingkatl | golongan ruang /b sampa: dengan
Pembina Tingkat | golongan ruang Vb,

¢ Perpindahan
1) Pegawai Negern Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga.

2) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Fegawai Negeri Sipil Daerah antar
Propinsi, Kabupaten/Kotla dengan Depariemen/Lembaga.

3) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Fropinsi.

4) Pegawal Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Koia dengan
Daerah Kabupalen/Kola Propinsi lainnya.

d. Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusal
dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat |
golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacal,
karena dinas, dan mencapai balas usia pensiun.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan:

a. Pengangkalan Calon Pegawai Negeri Sipil.
b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil inenjadi Pegawai Negeri Sipil
Pusal, kecuali yang lewas dan cacat karena dinas;

c. Pemberhenlian sementara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/b
sampai dengan Vb,

d. Kenakan pangkal bag: Pegawai Negeri Sipii Pusal yang diperbantukan
di ingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkal | golongan ruang I/b
sampal dengan Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b, kecuali
kenankion pangkat anumerta dan kenaikan pangkal pengabdian,
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) o ongangratan, pemindahan serta peraberhentian  dalam Jdan dani
jtatan struktural eselon 1l ke bawah alau jabatan fungsional yang

JQLpangnya setingkat dengan itu,

[ Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi yang menduduki
jobatan struktural eselon Il ke bawah alau jabatan fungsional yang
jenjangnya selingkal dengan itu,

g. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Fusat dan Pegawai Negeri

Sipil Pusal golongan ruang IV ke bawah, kecuali yang tewas,
meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai balas usia pensiun.

4, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menectapkan :

a. Pengangkalan Calon Pegawai Negeri Sigil di | ngkungannya.

b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negen Sipil
kecuali yang lewas alau cacal karer:a dinas.
: c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai
) Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungarinya unluk golongan ruang
I/ sampai dengan golongan ruang [V/b, kecuali kenaikan pangkat
anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
d. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kola dan
Pegawai Negeri Sipil yang diperbaniukan di lingkungannya unluk
golongan ruang IV/a dan IVib kecuali kenaikan pangkat anumerta dan
kenaikan pangkat pengabdian (diletapkan oleh Gubernur selaku wakil

Pemerintah).

e. Pengzngkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
ingkungannya dalam dan dari jabatan siruklural eselon |l ke bawah alau

fungsional yang selingkat dengan itu,

f. Pengangkalan Sekretaris Daerah dengan persetujuan pimpinan DPRD
setelah berkensultasi dengan Menten Dalam Negeri,

5 . 0. Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi selelah berkonsullasi
dengan Menten Dalam Neger,
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Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupalen/Koty dalam
salu Propinsi dan perpindahan Pegawai Negeri Sipii Daerah antara

Kabupaten/Kota dengan Daerah Propinsi atau sebaliknya.
Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi.

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi yang menduduki
jabatan eselon Il ke bawah atau jabalan fungsional yang jenjangnya
selingkat dengan itu,

Pemberhentian Calon Pegawai Negen Sipil dan Pegawa Negen Sipil

Dacrah Propinsi golongan ruang IVID ke baweh kecual yang lewas,
meninggal dunia, cacal karena dinas atau mencapai balas usia pensiun,

5. Pejabat Perrbina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. !
Pengangkatan Calon Pegewai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
kecuali yang lewas alzu cacat karena dinas.

Konaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupalen/Kola dan
Pegawar Negen Sipil yang diperbaniukan d lingkungannya unluk
golongan ruang Ill/d ke bawah, kecuali kenaikan pangkal anumerta dan
kenatkan pangkal pengabdian.

Pengangkatan Sekrelaris Daerah Kabupaten/Kota dengan perselujuan
pimpinan DPRD selelah berkonsullasi dengan Cubernur,

Pengengkatan pejabat struklural eselon |l setelah berkonsultast dengan
Gubernu.,

Pembertenhan  Sekretans  Daerah Kabupalen/Kota  dan  pejabat
struktural esclon eselon Il selelah berkonsullasi dengan Gubernur,

Potenenton cementara Sekretans Daerah dan pojabatl struktural
# g 2wt
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Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam
salu Propinsi dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara

Kabupaten/Kota dengan Daerah Propinsi dtau setaliknya.
Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi.

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi yang menduduki
jabatan eselon Il ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya
selingkat cengan itu.

Fomberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawa Neqgeri Sipil
Daerah Propinsi golongan ruang IV/b ke bawah kecuah yang lewas,
meninggal dunia, cacal karena dinas alau mencapai batas usia penstun,

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

"

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, '

Pengangkatan Calon Pegewai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
kecuali yang lewas atzu cacal karena dinas,

Kenalkan pangkal Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kola dan
Pegawar Negeri Sipl yang diperbaniukan di lingkungannya unluk
golongan ruang lI/d ke bawah, kecuali kenaikan pangkal anumerta dan
kennkan pangkal pengabdian,

Pengangkatan Sekrelaris Daerah Kabupaten/Kota dengan persélujuan
pimpinan DPRD setelah berkonsullasi dengan Gubernur,

Pengongkatan pejabat struklural eselon |l selelah berkonsultas: dengan
Gubernur,

Pemberhentian  Sekrelans  Daerah  Kabupalen/Kota dan  pejabat
strukiural eselon eselon 1 setelan berkonsultasi dengan Gubernur,

Pemtertuoton sementara Sekretans Dacrah dan pejabat  struklural
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h. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kabupaten/Kota golongan ruang Il ke bawah kecuzli yang
tewas, meninggal dunia, cacal karena dinas alau mencapai batas usia
pensiun.

i. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil
dalam can dari jabatan struklural eselon Il ke bawah dan jabatan
fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan siruktural eselon ||

ke bawah.

IIX. KETENTUAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

1. Kenaikan Pangkat

M

Penetapan kewenangan kenaikan pangkat dalam PP Nomor 9 Tahun 2003,
dimaksudkan dalam rargka manajemen pembinaan PNS secara nasional
dengan memberikan kewenangan secara berjenjang dari Presiden, Pejabat
Poemboa Kepegawaian  Pusal, Propinsi dan  Kabupalen/iKota yang
merupakan cerminan dari kebijjakan yang bersifat ‘unified”

Uriuk menjarmin cbyeklivilas pelaksanaan kenaikan pangkat, maka fungsl
Badan Periimbanngan Jabatan dan Pangkal pada lingkal Propinsi,
Kabupaten dan Kota harus optimal dalam memberikan pertimbangan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daergh Propinsi, Kabupalen/Kola,
Selanjuinya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen
informas kepegawaian, Pejabal Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah
wajb meryampaikan seliap jenis mutasi kepejawaian kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara mengenat pelaksanaan kenaikan pangkal
Fegawn: Negeri Sipil,

Pengangkatan Dalam Jabatan

Ponoangkaton datam jabatan struldural dan penganakalan dalam gabalan
furgmional, krus memenubr persyaralan @abatan Mau kKompelens: yang
chpersyaratkan oleh jabatan lersebut,

Untuk menenuln kompetens: jobatan tersebut, pemilihan terhadap calon
prepabeat, ke Doy diperntukkon bage Pegawal Meogen Siel yong ada
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padia instansi yang bersangkutan saja, tetap terbuka bagl seluruh Pegawan
Moaen ot inoinstans lain .
Peranan Hapenakat Instansi Pusal, Propinzi dan Kabupaten/Kota harus
bertunga secard optmal guna memoenkan perimbangan kepada Pejabal
Pombing Kegeqewinan agar dapat diperoleh pegawai yang tepal (the right

man n e noht place)

Penundahian dalom Jabatan

Penundahan dalam jabatan dilaku<an dengan memperhatikan pola kKaner
dan memperthabkan. kompelens: jabalan yang berkesesuaian, Misalnya,
seorang qgurd lidak dapat dipindahkan ke jabatan Camal kecuali telah

memenutn kompelensi sebagar scorang Camal.

Pemberhentiaon Dalam Jabatan

Pemberthentian dalam jabatan slrukiural harus memenuhi persvaralan
pemberhentian sebagaimana yang diatur dalom Peraturan Pemerintai
Nomaor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabalan Stuklural sebagaimana lelah diubsh dengan Peraluran
Pemenintah Nomor 13 Tahun 2002,

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan cdengan hormat dengan hak
pensiun, dalam kepulusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus
pembenan pensiun dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam kelenluan lersebut adalah
pemberhentan dengan hormat atau lidak dengan hormal, antara lain

kirrena

a. alas permintaan sendcin,

b, memnnggal dunia;

¢ hukuman disiplin,

¢ porampimaan organisas pemenntah;

o menad angola parpol,
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). leswas,; dan

k. reoencapal batas usia pensiun.

Ketontuan letah linjut yang bersifat teknis dan pelaksanaan Peraluran

Pemenntar Nomor 9 Tahun 2003 akan ditetapkan oleh Kepala Badan

Kepegowaian Negara yailu mengenai :

a  Pelaksanaan kewenangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 dan pengatluran masa transisi;

b. Pelokscnaan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Neger
Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai
batas usia pensiun, serta pensiun janda/dudarya,

¢. Pengawasan dan pengendalian pelaksanann peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian,

Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kola
melakukan pelanggaran lerhadap perawran perundang-undangan di bidang
kepegawalan sejak berlakunya Peraluran Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara berwenang unluk
mengambil tindakan administralif berupa :

a peringclan;
b tequran, dan

c percabutan kepulusan alas pengangkatan, pemindahan, dan

prnbayhoentin
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(v, KETENTUAN MENGENAI KONSULTASI

Dalam Peraturan Pemerintah in dialur mekonisme konsullasi pe-.ngnng;kut.-in

dan pemberhention Sekretaris Daerah Propinst kepada Menten Dalam MNegen
dan mekamsme pengangkalan dan  pemberhentian  Sckretans Daerah
Kabupaten/Kota serta pejabal struklural eselon li pada Kabupalen/Kola kepada
Gubernur seclaku Wakil Pemerintah, Pengaluran mekanisme konsullasi in
dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pembinaan karier Pegawai Negeri
Sipil secara nasional dan menjamin kesetaraan kuahtas sumber daya manusia

aparalur agar sesuai dengan persyaratan jabatan

Hasil evaluasi lerhadap pelaksanaan pengangkatan Sekrelaris Dacrah salama
ini menumukkan adanya pelanggaran lerhadap nofima, standar dan prosedur
yang telah ditelapkan. Pada umumnya pelanggaran lerjadi jebih risebabkan
belum cukup lersedianya Pegawai Negeri Sipil yang rnemenuhi persyaratan
unluk ciangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah uniuk cdaerah yang
bersangkutan, Dengan konsultasi tersebut diharapran pula dapal membearikan

 pertimbangan tentang ketersediaan Pegawzi Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan jabatan dari Pemerintah Daerah iain, Dengan demikian,
pelanggaran terhadap norma, slendar, dan prosedur kepegawaian dapat

thhindan

I al: W 14| : H :
ersyaratan pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsidan Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota serta pejabat  struklural  eselon I odi |
Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan peralwran - . ingkungan
syarat-syarat lainnya, melipuli persyaratan #oministratif 9:‘"'“3!‘9*' dan
j " Can wawa
san

Daerah -
A o oietT Menteri Dalam Negeri untuk Calw&';‘krela(j

an dleh Gubermur unuk calon Sekrearis Dy s Daerah Propins;
dibantu cleh sebuah Tim Penila; %9 Kabupaiony, '

Pelaksarn;
“Ran konsuas: pengangkatan

Propinsi, i'{nbupmwﬁma
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